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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbar-rg : a.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 905i501/SJ tanggal 77 Februari 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, Pemerintah Daerah yang telah menetapkan
peraturan daerah tentang APBD TA 2016, agal melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
TA 2016 mendaiului penetapan peraturan daerah tentang
perubahan APBD TA 2016 dan memberitahukan kepada
Pimpinan DPRD;

bahwa dalam pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belaaja Daerah Kabupaten Muara Enim Taiun Anggaran
2016 terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
mengusulkan untuk dilakukan pergeseran antar Objek Belanja
dan Rincian Objek Belanja sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran
20t6;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja
dan rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah

b.

c,



Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan,
untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara
Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undalg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4434);

Mengingat

2.

1.

6.

5.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4.

7. Undang-Undang Nomor 27 'Iah.on 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilaa Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s043);
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8.

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan RaLyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerint€Ian Daerah



Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51o4);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan I€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penjrusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O1l
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peral,ura/l Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah Kabupaten



Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan
Protokol dan Keuangan Pimpinan darl Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 - 2O25 (kmbaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan ?ata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2012 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupat€n Muara Enim Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 Nomor 23);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaral Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara
Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013
Nomor 4);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan kmbaga Teknis
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong praja dan Lembaga
Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 27);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jargka Menengah
Daerah Kabupaten Mua.ra Enim Taiun 2Ol3 - 2O:3
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008
Nomor 1 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun
2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belania Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaien Muara
Enim Tahun 2O t5 Nomor lO);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahurr
2015 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim T;hun 2015
Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 55 TAHUN 2015
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Muara Enim Nomor Sb Tahun 2015
(Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 201S Nomor SS) tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai
berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a poin 3) dan 4), huruf b poin 2) dan 3), angka
3 huruf a diubah, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja :

a. Belanja Tidak l,angsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belartja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi

/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa Darl
Partai Politik

8) Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tidak langsung

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang Jasa
3) Belania Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/ (Delisit)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa L€bih Pembiayaan Anggaran Taiun Belalan

0,00

Rp. L67.904.592.327,O4
Rp. 2.O24.2O4.367.500,00
Rp. 186.546.338.700.0O

Rp. 2.37 a.655.298.527,O8

Rp. 743.468.847.a77,a6
Rp. 5.500.000.000,00
Rp. 5.603.21O.385,00
Rp. 40.435.21 1.000,00
Rp. 0,00

Rp.

Rp. 3I7 .323.49O.7 39,OO

Rp. 10.000.000.000,00
Rp. 1. 122.330.7 60.00 1,86

Rp. 11.674.398.500,00
Rp. 646.426.335.924,OO
Rp. 7 84.063.556.67 O.44

Rp. 1.482.564.29 l.O9 4.44

Rp. 2.604.895.051.096,30

Rp. (226.239.7 52.s69,22).

Rp. 302.479.752.569,22
Rp. 76.240.000.000.00

Rp. 226.239 .7 52.569.22

Rp. o,00

2. Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati
ini.



Larnpiran U Meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan,
RSUD dr. H.M. Rabain, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan,
dan Perlindungan Anak, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sekretariat
DPRD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,diubah
sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai b€rlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berira Daerah.

, Ditetapkan

fu. oada taneeal

w{.' h eupa

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 14 t'AAte| lolb

SOHAR

SEKRETARTS DAERAH

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 7
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N MUARA ENIM,


